
PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MEDAN

NOMOR : to..3l I t@q /Kep-DPRDI lll2o23
TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN

TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 terrtang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-
dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan
waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan
bersama;

b. bahwa pengajuan Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati
bersama antara Pemerintah Kota Medan dan DPRD Kota
Medan dalam rangka perwujudan dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 yang
dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimalsud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
tentang Persetujuan terhadap Peraturan Daerah Kota
Medan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Medan Tahun Anggaran 2024;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah
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beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Talrun 2O2O terfiatg Penetapal Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2O2O tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2Ol9 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
I Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2Ol9 (Covid-19) dal/ atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O7l tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82,
Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
20ll tentang Pembentukan Peraturan perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Repubiik Indonesia Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Ra\rat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (l,embaran Negara Republik

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);



Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Ta,hun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2Ol9 (Covid-l9) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tertarrg Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20O5 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 20O5 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

8. Undang-Undang nomor l Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20O5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2Ol2 terrtang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O05 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lrmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tettang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol8 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 59,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
6t97);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan



atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
rsTl;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2Ol7
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

2O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
r781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2O2l
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43 1);

23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Medan Nomor 2 Tahun 20231;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DpRD Kota Medan
tanggal 3l Oktober 2023;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O24 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

2. Rapat Paripuma DPRD Kota Medan tentang Laporan Hasil
Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kota
Medan dan Penandatanganan/Pengambilan Keputusan
DPRD Kota Medan sekaligus Persetujuan Bersama DpRD
Kota Medan dengan Kepala Daerah atas Rancangan
Peraturan Daerah Kota Medan tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun
Anggaran 2024, pada tanggal 20 November 2023.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MEDAN TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN
ANGGARAN 2024.

Menetapkan



KESATU Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun
Anggaran 2024 meojadi Peraturan Daerah Kota Medan,
dengan rincian sebagai berikut:
a. PENDAPATANDAERAH

Sebesar Rp7 .57 6.220.1 58.468,00 (tujuh triliun lima ratus
tujuh puluh enam miliar dua ratus dua puluh juta seratus
lima puluh delapan ribu empat ratus enam puluh delapan
Rupiah)

b. BELANJA DAERAH
Sebesar Rp8.O26.297.9O7.872,OO (delapan triliun dua
puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta
sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua
Rupiah)

c. PEMBIAYAAN DAERAH
Sebesar Rp45O.O77.749.4O4,OO (empat ratus lima puluh
miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh
Sembilan ribu empat ratus empat Rupiah)

KEDUA Dokumen-dokumen pendukung Rancangan peraturan
Daerah Kota Medan tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024,
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Kepurusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 2p November 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

HASYIM, S.E.

Wakil Ketua, w Ketua,

H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M. H. RA.IUDIN SAGALA, S.Pd.I. H

Tembusan :

l. WaIi Kota Medan;
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Medan.

RUMSYAH, S.H., M.E

KOTA MEDAN
Ketua,

Wakil Ketua,

\


